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   BUPATI REMBANG 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  REMBANG 
 

NOMOR   16  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  

DI TEPI JALAN UMUM  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah di 
bidang pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan 
perubahan struktur dan besarnya tarip dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3209); 

 
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 
nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12       
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Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia     
Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 tentanf Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara        Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Tahun 1989 Nomor 8); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 
Seri A Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 61); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 81); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 90); 

 
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 94). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 
BUPATI  REMBANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN 
UMUM. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 94), diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 

8 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
  

(1) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan berdasarkan jenis 
dan frekuensi kendaraan yang menggunakan tempat parkir. 

 
(2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. kendaraan bermotor roda dua;  

- sekali parkir sebesar Rp. 500,00; atau 
- berlangganan 1 (satu) tahun sebesar                   

Rp. 20.000,00; 
b. mobil penumpang, bus kecil dan mobil barang kategori I, 

dan kendaraan bermotor roda tiga; 
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- sekali parkir sebesar Rp. 1.000,00; atau 
- berlangganan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 

100.000,00; 
c. bus sedang dan mobil barang kategori II;  

- sekali parkir sebesar Rp. 2.000,00; atau 
  

- berlangganan 1 (satu) tahun sebesar  Rp. 125.000,00 
d. bus besar, kereta gandeng, trealer dan mobil barang kategori III. 

- sekali parkir sebesar Rp. 3.000,00; atau 
- berlangganan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 150.000,00 

 
(3) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 

pada tempat –tempat parkir di tepi jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten 
Rembang. 

 
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

 Pasal 12 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau tanda 
berlangganan.  

 
(2) Penggunaan karcis atau tanda berlangganan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kehendak Wajib Retribusi dengan 
tanpa ada paksaan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. 
 
   Ditetapkan di Rembang 
   pada tanggal 

 
BUPATI REMBANG 
 
 
 
 
H. MOCH. SALIM 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 
   
 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG 
 
 
 
 
     HAMZAH FATONI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 
 
 


